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Menimbang '. a.

BUPATI IIALMAHERA BARAT
bahwa sehubungan dengan adanya Pengunduran diri salah I (Satu) dan lAnggota Badan
PermusyawaralanDesa (BPD) Desa Dere Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat,
maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggotan Badan
Permusyawaratan Desa (BFD) Pengganti Antar Waktu (PAi /) menjadi Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD ) Definitif pada Desa Dere di Kecainatan Sahu Kabupaten
Haknahera Barat;

trahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Pengganti Autar Waktu (PAW) pada Desa Dere Kecamatan Sa}u:
Kabupaten Halmahera B ar at;

Undang-undang Nornor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nornor Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat Il dalam Wilayah Daerah
Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
Uudang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46
Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku lJtara, Kabupaten Buru dan

Mengingat

2.

1

Kabupaten Matruk-u Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
{Jtara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-unclang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-undang Namor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan antara
Pusat dan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Feraturan Pemerintah Nomor i2 Tahun 2019 tentang tentang Penjelasan Keuangan

Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 110 Tahiin 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
Peraturan menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2A2A &rnang Pedoman teknis

Pengelol aan Keuangan Daerah;
11. Feraturan Daerah Kabupaten Haimahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang tsadan

Permusyara\,vatan Desa;
12. Peraiwan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Namor 2 Tahun 2A21 &ntang perubahan

atas Psraturan Da*rah Kabupatsn Halmahsra Barat Nomcr 6 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangk*t Daeratr;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halrnahsra Barat ?i}*m*r I Tahun 2A24;
tentang APBD Kaburpaten Hatrrn*hers Barat Tah$c! A*gg*ran ?$?4,

14. Feraturan Bupati Halmaher* Barat F{orm*r f ?ahun ?$34 terata*.s
penjabaran APBD Tah*n A*g.gaxera 3f,-!34,
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Memperhatikan

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

KETICA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJTIH

Surat Camat Sahu Nomor : 138116512024 tanggal 27 Juni 2A24 Plcrihal : pengantar
Permohonan SK PAV/ BPD.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BpD) Defenitif
Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Dere di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera
Barat;

Masa Bhakti Anggota Badan Pennusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah
melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BpD) yang di
gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1

(satu) kali masa jabatan berikutnya;

Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan
sesuatu dan lain hal telah rnengundurkan diri, maka atas nama Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setingi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini; 

-

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan
tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman
pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti,
maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu
menggantikannya;

Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor
120/KPTSDV2019 khususnya nomor 3 kolom 4 Desa Dere di nyatakan di cabut dan tidak
berlaku lagi;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
padatanggal : l0 Ag"rt*s 2024

BAHAT

.}A},TtrS IJANG

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. l. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

2.Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. HalmaheruBarat di Jailolo.
5. Camat Sahu di Susupu
6. Yang bersangkutan untuk diketahui daa sepeilunya.

ffi t.f nlA Ttr II /1 I-S'f ,{}I EFejatrat

Sekretaris Daerah

Ass. Bid Pem & Kesra.

Kepala DPMPD

Kabag Hukurr & Org
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T,AMPIRAN :

DAFTAR

KEPLT|LTSAN BUPATI HALMAEIERA BARAT NOMOR2oo /KPTSI Ufit TAHU-N ZAZ4
TANGGAL \t AhusF^s TAHUN 2A24

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW} PADA DESA DERE DI KECAMATAN SAHU
KABUPATEN HALMAHER.A BARAT.

*UPATT BARAT

JA}TES UAF{{}

NO NAMA DESA NAPIA AT\'GGCITA YANG
BER{KHIR MASA T'{JGAS

NAMA ANGGOTA YANG
DIAIYGKAT

JABATA]\

1 , J {

1 SEi{E AI,FOTII I\iILRTI SILE]!{ WANJA ANGGCITA

Ass. Bid Perr & Kesra.

Kepala DPMPD

Kabag Hukum & Org
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